penanggung Yaitu perusahaan asuransi harus bersikap kooperatif dalam
melaksanakan kewajibannya yang menjadi hak dari para pemegang polis.

3 Para pemegang polis membaca dengan teliti isi dari polis sebelum melakukan
perjanjian yang tercantum dalam polis. Terutama isi polis dalam hal apabila
perusahaan asuransi melakukan tindakan wanprestasi ataupun apabila
perusahaan asuransi tersebut mengalami kepailitan agar pemegang polis
mengetahui hak-hak dan perlindungan yang didapatnya dalam hal terjadi

kepailitan perusahaan asuransi.
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